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INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bangka berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2018 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari 10 (sepuluh) program unggulan dan 221 (dua ratus dua puluh satu) program strategis yang dirumpunkan ke dalam 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. 
Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan selama 5 tahun adalah sebesar                       Rp. 3.083.291.812.878, Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD,

URUSAN WAJIB
1. URUSAN PENDIDIKAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pendidikan antara lain :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Non Formal
5. Program Pendidikan Luar Biasa
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
8. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan pendidikan


2. URUSAN KESEHATAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kesehatan antara lain :
1. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Program Pengawasan Obat dan Makanan
1. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1. Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Program Perbaikan  Gizi Masyarakat
1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Program Pencengahan dan penanggulangan Penyakit Menular
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Ruamah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit Mata
1. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1. Program Penigkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pekerjaan Umum antara lain :
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Program Pembangunan Saluran Drainase Turap/Talud/Brojong
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong
5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
9. Program Pengembangan dan Pengolahan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
11. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
12. Program Pengendalian Banjir
13. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
14. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan


4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perumahan antara lain :
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
4. Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencengahan Bahaya Kebakaran
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5. URUSAN PENATAAN RUANG
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Penataan Ruang antara lain :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
1. Program Pemanfaatan Ruang
1. Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perencanaan Pembangunan antara lain :
1. Program Pengembangan data/informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
5. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
10. Program Perencanaan Pembangunan 
11. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
12. Progrogram  Pengendalian Pembangunan Daerah Daerah Rawan Bencana

7. URUSAN PERHUBUNGAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perhubungan antara lain :
1. Program Pembangunan Prasarana dan fasiliats Perhubungan
1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Lingkungan Hidup antara lain :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1. Pogram Pengendalian Kebakaran Hutan
1. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir  dan Laut 
1.  Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9. URUSAN PERTANAHAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan antara lain :
1. Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
1. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
1. Program Pengembangan Sistem Infomasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan
1. Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kependudukanan catatan sipil antara lain :
1. Program Administrasi Kependudukan
1. Program Implementasi Sistem Informasi administrasi Kependudukan

11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan
1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Ana
1. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera antara lain :
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Promosi kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KKR
6. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ADDS
7. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
8. Program Penyiapan Tenanga pendamping Kelompok Bina Keluarga
9. Program pengembangan Modal Operasional BKB-Posyandu-PADU

13. URUSAN SOSIAL
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sosial antara lain :
1. Program Pemberdayaan fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
6. Program Pembinaan eks Penyandangg Penyakait Sosial (eks Narapinada, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya)
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial

14. URUSAN KETENAGAKERJAAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Ketenagakerjaan dan transmigrasi antara lain :
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
1. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
1. Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Latihan Kerja
1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain :
1. Program Peningkatan Usaha Koperasi
1. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi
1. Program Pemberdayaan UMKM
1. Program Penyediaan Dana Bergulir dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1. Program penciptaan Usaha Kecil Menengah yang konduksif

16. URUSAN PENANAMAN MODAL
Program untuk urusan Penanaman Modal antara lain :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
1. Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

17. URUSAN KEBUDAYAAN
Program yang akan dilakukan untuk urusan Kebudayaan antara lain :
1. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Program Penyelamatan Kekayaan Budaya
1. Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

18. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program yang akan dilakukan urusan Olahraga dan Pemuda antara lain :
1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1. Program Pembinaan Olahraga Prestasi
1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda
1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1. Program Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program yang akan dilakukan untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain :
1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik
5. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
7. Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program yang akan dilakukan untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur
1. Program Percepatan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan
1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat (kasus/Khusus)
1. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
1. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
1. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
1. Program Pendidikan dan Pelatihan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan
1. Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Program Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Insani
1. Program Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah

21. URUSAN KETAHANAN PANGAN
Program yang akan dilakukan untuk urusan Ketahanan Pangan antara lain :
1. Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/Pemasaran
1. Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
1. Program Pemberdayaan Penyuluh

22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program yang akan dilakukan untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Program Beras Miskin Gratis (Raskintis)
1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

23. URUSAN STATISTIK
Program yang akan dilakukan untuk urusan Statistik antara lain :
1. Program Penelitian dan Statistik Daerah

24. URUSAN Kearsipan
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kearsipan antara lain :
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
1. Prgram Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah
1. Program Peningkatan Pelayanan Arsip


25. URUSAN PERPUSTAKAAN
Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Perpustakaan antara lain :
1. Program Pengembangan Budaya Baca
1. Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

26 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program untuk urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :
1. Program Optimalissasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Media Massa
1. Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik
1. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

URUSAN PILIHAN
 27. URUSAN PERTANIAN
Program untuk urusan Pertanian antara lain :
1. Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Program Peningkatan Ketahanan Ketahanan Pangan (Petani/Perkebunan)
1. Program Peningkatan Pengelohan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan
1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pemasaran dan Pengolahan Produksi Produk Hewan
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

28. URUSAN KEHUTANAN
Program untuk urusan Kehutanan antara lain :
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1. Program Penataan Kawasan Hutan
1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1. Program perencanaan dan pengembangan hutan
1. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
Program untuk urusan Energi dan Sumberdaya mineral
1. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan
1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan usaha Pertambangan
1. Program pembinaan, Pengembangan bidang Ketenagalistrikan
1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan usaha Pertambangan

30. URUSAN PARIWISATA
Program untuk urusan Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

31. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
Program untuk Kelautan dan Perikanan
1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Kelautan
1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1. Program Peningkatan KUalitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
1. Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam
1. Peningkatan Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan

32. URUSAN PERDAGANGAN
Program untuk Perdangan antara lain :
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

33. URUSAN INDUSTRI
Program untuk urusan industri antara lain :
1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Program pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dan Ramah Lingkungan

pada tabel 8.1 disajikan program prioritas pembangunan yang disertai indikator kinerja serta pendanaannya secara indikatif sesuai dengan proyeksi keuangan daerah, sebagai berikut.
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